BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN

Menimbang

PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

: a. bahwa Standar Kompetensi Jabatan merupakan deskripsi

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan
oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
tugas jabatan untuk mewujudkan ASN profesional yang
berbasis kompetensi, transparansi dan pola penempatan
pejabat yang tepat;

bahwa Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas
di Lingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022, namun
sehubungan adanya penyesuaian Standar Kompetensi
Jabatan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
B/451/M.SM.02.00/2023, tanggal 8 Mei 2023, Hal:
Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran, maka terhadap Peraturan
Bupati sebagaimana tersebut, perlu diubah dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, bahwa
Penyusunan Standar Kompetensi ASN oleh instansi
pengguna dengan cara menggabungkan antara standar
kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial
kultural dengan standar kompetensi teknis;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 67 Tahun 2022 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023
Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 67 Tahun 2022
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas
Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 67);

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 67 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN
JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

Pasal l

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor
67 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan
Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 67)
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,
ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

% S.H., M._Si.
bina Tingkat I, IV/b
NIP, 19700712 199803 1 010

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PANGANDARAN NOMOR 67
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR

KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA, JABATAN
ADMINISTRATOR, DAN JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

STANDAR KOMPETENSI JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Tinggi Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

Sekretaris Daerah

Jabatan Pimpinan

Fungsi Kesekretariatan

1-03-53-13-00-000

JPT Pratama

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
Pemerintah Daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, mengelola
sumber daya aparatur, keuangan, prasarana serta sarana pemerintahan

daerah

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan

pada nilai, norma,
dan

etika organisasi

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku

kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan

etika organisasi dalam segala situasi
dan

kondisi

Mendukung dan menerapkan
prinsipmoral dan standar etika
yang tinggi,serta berani
menanggung konsekuensinya

Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangankode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

Membangun sinergi antar unit
kerja dilingkup instansi yang
dipimpin

Memfasilitasi kepentingan yang
berbedadari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian targetkerja
organisasi

Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan / semangat
untukmemastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.




. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya thd jabatan

Jenis Persyaratan Uraian
Mutlak Penting Perlu

A. Pendidikan 1. Jenjang D3

Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Manajemen, Ekonomi

2. Bidang Ilmu ) ) .
atau bidang lain yang relevan dengan jabatan.

B. Pelatihan Pelatihan Kepemimpinan v
Pengawas

1. Manajerial

Pelatihan Manajerial Sesuai v
Dengan Kebutuhan Jabatan

Diklat Teknis Administrasi/
Penatausahaan/ Pengelolaan
Keuangan

2. Teknis Eelatihan Teknis Sesuai v
engan Kebutuhan Jabatan

3. Fungsional

Memiliki pengalaman dalam
Jabatan pelaksana paling

singkat 4 (empat) tahun atau v
JF yang setingkat dengan
Jabatan pelaksana sesuai
dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki

C. Pengalaman kerja

D. Pangkat Penata Muda - Illa

E. Indikator Kinerja 1. Terlaksananya pengelolaan tata usaha dengan baik;

Jabatan 2. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran,

Kepegawaian,

BUPATI PANGANDARAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JEJE WIRADINATA

NIP. 19700712 199803 1 010



